BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Skripsi ini akan membahas tentang kebijakan Jepang
bertahan di TPP pasca Amerika Serikat keluar dari
keanggotaan. Trans Pacific Partnership merupakan sebuah
perjanjian mitra dagang mengenai perdagangan bebas antara 12
negara di Asia Pasifik yaitu Australia, Brunei, Kanada, Chili,
Jepang, Malaysia, Meksiko, New Zealand, Peru, Singapura,
Amerika Serikat, dan Vietnam. Melalui TPP, negara-negara
peserta berusaha untuk meluaskan perdagangan dan investasi
mereka serta menetapkan peraturan dan disiplin baru di
kawasan tersebut selain yang sudah ada di World Trade
Organization (WTO). TPP memberikan peluang bagi para
anggota untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka
dan membuka lapangan kerja melalui peluang perdagangan dan
investasi yang tersedia sebagai dampak dari semakin luasnya
hubungan mitra dagang dengan negara lain (Fergusson,
McMinimy, & Williams, 2016).

Perjanjian TPP  awalnya merupakan perjanjian
perdagangan yang disebut dengan Trans Pacific Strategic
Economic Partnership (TPSEP). TPSEP ini diusulkan dalam
forum APEC di tahun 2002. Dalam perkembangan selanjutnya,
hanya ada tiga negara yaitu Singapura, Chili, dan New Zealand
(P-3) yang berminat untuk meneruskannya. Kemudian di tahun
2005, Brunei Darussalam memutuskan untuk bergabung dalam
TPSEP sehingga membentuk perjanjian Pacific Four (P-4).
Satu tahun kemudian yaitu di tahun 2006, TPSEP mulai berlaku
(Rajamoorthy, 2013). Perjanjian P-4 ini bersifat komprehensif
karena mencakup ketentuan tentang akses pasar untuk
perdagangan dan peraturan terkait misalnya prosedur bea cukai,
perdagangan jasa, kekayaan intelektual, pengadaan pemerintah,
kebijakan kompetisi, dan penyelesaian sengketa (Capling,
2009, hal. 101).



TPSEP kemudian berubah menjadi TPP ketika Amerika
Serikat terlibat dalam perjanjian tersebut di tahun 2008.
Keikutsertaan Amerika Serikat dalam TPP ini dapat
memposisikan bisnis Amerika Serikat dapat bersaing dengan
lebih baik di kawasan Asia Pasifik (Rajamoorthy, 2013).
Setelah Amerika Serikat berminat untuk bergabung dalam
perjanjian tersebut, negara lain seperti Australia, Peru, dan
Vietnam juga ikut menyatakan keinginannya untuk bergabung
dalam TPP (Capling, 2009, hal. 101). Keanggotaan TPP ini
terus bertambah dengan bergabungnya Malaysia pada tahun
2010, Kanada dan Meksiko pada tahun 2012, dan Jepang pada
tahun 2013. Kemudian di tahun 2015 perjanjian TPP ini secara
resmi ditetapkan dan pada tahun 2016 kedua belas anggota TPP
telah menandatangani perjanjian tersebut. Perjanjian ini akan
mulai berlaku 60 hari setelah semua anggota meratifikasi atau
akan mulai berlaku setelah diratifikasi oleh setidaknya 6 negara
yang bersama-sama menghasilkan setidaknya 85 persen dari
gabungan GDP para penandatangan awal (TPP Full Text).

Proses penandatanganan perjanjian internasional berbeda
dengan  proses  ratifikasi  perjanjian internasional.
Pendatanganan perjanjian internasional adalah proses
penandatangan perjanjian yang sudah mencapai kesepatan oleh
delegasi suatu negara. Penandatangan perjanjian ini biasanya
dilakukan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, atau
menteri luar negeri. Sedangkan proses ratifikasi adalah proses
persetujuan yang dilakukan oleh parlemen suatu negara
terhadap perjanjian internasional yang sudah ditandatangani.
Setelah perjanjian disetujui, maka negara tersebut telah setuju
untuk terikat dengan perjanjian internasional yang dimaksud
(Netherlands, t. tahun).

Perjanjian TPP terdiri dari tiga puluh bab yang mencakup
tarif atas barang dan jasa, kekayaan intelektual, aturan e-
commerce, standar tenaga kerja dan lingkungan, mekanisme
penyelesaian sengketa, dan aspek lainnya yang terkait dengan
perdagangan global. Tujuan dari kesepakatan ini adalah untuk
menciptakan kawasan ekonomi yang sepenuhnya terintegrasi
dan menetapkan aturan yang konsisten untuk investasi global.
Beberapa ketentuan perjanjian TPP termasuk (McBride, 2018):



1. Eliminasi atau pengurangan tarif. Kesepakatan ini
akan menurunkan tarif dan hambatan perdagangan
lainnya termasuk pada berbagai macam barang
termasuk barang otomotif dan manufaktur, tekstil dan
pakaian, serta komoditas pertanian seperti daging,
susu, dan biji-bijian.

2. Liberalisasi perdagangan  jasa. Menghapus
pembatasan pada layanan lintas batas dan melindungi
bisnis yang menawarkan layanan di bidang ritel,
komunikasi, dan hiburan dari dismkriminasi.

3. Peraturan investasi. Pasar di negara anggota harus
terbuka untuk investasi asing dan ada aturan tambahan
untuk melindungi investor dari perlakuan tidak adil.

4. Pedoman e-commerce. TPP memasukkan aturan
komprehensif tentang perdagangan digital yang akan
memastikan informasi mengalir secara bebas di antara
negara anggota, melindungi privasi konsumen, dan
melarang kebijakan yang memaksa para investor untuk
memindahkan server mereka ke host country.

5. Perlindungan kekayaan intelektual. Kesepakatan ini
berisi ketentuan yang luas mengenai perlindungan
kekayaan intelektual meliputi penegakan hak paten,
perpanjangan ketentuan hak cipta, dan perlindungan
untuk teknologi dan rahasia dagang.

6. Standar tenaga kerja dan lingkungan. TPP
memberikan kebebasan kepada para buruh untuk
membentuk serikat pekerja, melarang kerja paksa dan
melarang anak-anak untuk bekerja, memperbaiki
kondisi tempat kerja, dan memperkuat perlindungan
lingkungan.

TPP berbeda dengan perjanjian perdagangan perdagangan
bebas yang lain. Perjanjian perdagangan bebas pada umumnya
meliberalisasi perdagangan barang dalam bentuk fisik, namun
perjanjian TPP meliputi berbagai macam barang dan jasa.
Selain itu, dalam perjanjian TPP memiliki tingkat liberalisasi
yang tinggi karena hampir tidak ada barang yang dikecualikan
dari skema liberalisasi impor (Brooks, 2018, hal. 3). TPP juga
berbeda dengan APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation)
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karena APEC merupakan forum konsultasi dan negosiasi
mengenai isu-isu perdagangan dan bersifat tidak mengikat
(Secretariat, 2011). Tidak seperti TPP yang merupakan
perjanjian perdagangan bebas dan bersifat mengikat
anggotanya.

Pada tanggal 23 Juli 2013, Jepang secara resmi bergabung
dalam Kemitraan Trans-Pasifik (TPP). Bagi Jepang,
partisipasinya di TPP berpotensi mengubah perekonomian
Jepang dengan menyediakan akses yang belum pernah ada
sebelumnya di pasar Jepang bagi eksportir dan investor asing.
Kerjasama perdagangan bebas dalam TPP memungkinkan
Jepang untuk membuka pasarnya lebih luas dengan negara-
negara lain khsunya negara-negara yang berada di Asia Pasifik.
Partisipasi Jepang di TPP juga dapat memaksa Tokyo untuk
mampu menghadapi masalah ekonomi struktural yang telah
lama menghambat pertumbuhan ekonomi Jepang. Selain itu,
bergabungnya Jepang di TPP juga akan membantu Jepang
dalam mengembalikan posisinya sebagai kekuatan ekonomi di
Asia Timur yang sebelumnya telah ternodai oleh stagnasi
ekonomi dan pertumbuhan China selama satu dekade (Cooper
& Manyin, 2013, hal. 2).

Keanggotaan Jepang di TPP ini juga membuat Jepang dan
Amerika Serikat memiliki perjanjian perdagangan bebas secara
de facto. Masuknya Jepang dalam TPP akan memperluas
jumlah perdagangan dan investasi asing Amerika Serikat yang
nantinya akan dicakup melalui adanya TPP. Keikutsertaan
Jepang di TPP memiliki implikasi penting bagi hubungan
Amerika Serikat dengan Jepang. Dengan adanya hubungan ini
telah menyelesaikan isu-isu lama, seperti dipermudahnya akses
ke pasar Jepang untuk mobil, produk pertanian, dan asuransi,
yang dulunya merupakan gangguan dalam hubungan Amerika
Serikat dengan Jepang (Cooper & Manyin, 2013, hal. 2).
Kombinasi hubungan dagang antara Amerika Serikat dengan
Jepang menimbulkan dampak yang signifikan terhadap
pertumbuhan perekonomian global dan investasi asing karena
kedua negara merupakan partner dagang dengan latar belakang
ekonomi yang kuat.



Keikutesertaan Jepang dalam TPP ini kemudian mengalami
hambatan ketika Donald Trump sebagai Presiden Amerika
Serikat memutuskan untuk keluar dari TPP. Trump
menganggap bahwa perjanjian perdagangan bebas yang
dilakukan oleh Amerika Serikat di TPP ini sangatlah merugikan
bagi warga Amerika Serikat karena membuat peluang mereka
untuk bekerja menjadi sedikit. Atas dasar inilah Presiden Trump
kemudian memutuskan untuk keluar dari TPP demi melindungi
lapangan pekerjaan bagi warga negara Amerika Serikat (Aron,
2017). Keluarnya Amerika Serikat dari TPP membuat volume
perdagangan antara negara-negara Yyang tersisa menjadi
berkurang dari rencana semula. Padahal Amerika Serikat
merupakan tujuan pasar bagi negara-negara anggota untuk
memperbaiki perekonomian mereka dengan cara menembus
pasar Amerika Serikat. TPP tanpa Amerika Serikat tidak
memberi efek yang besar mengingat kehadiran Amerika Serikat
di TPP sendiri menyumbang sekitar 60 persen dari gabungan
produk domestik bruto (gross domestic product) di antara
negara-negara anggota (Yoshida, 2017).

Pada awal keputusan Amerika Serikat keluar dari TPP,
Shinzo Abe mengatakan bahwa TPP tidak berarti apa-apa tanpa
Amerika Serikat karena Amerika Serikat merupakan
penyeimbang dan dasar dari adanya TPP (Yoshida, 2017).
Pernyataan Abe mengenai keluarnya Amerika Serikat dari TPP
seakan menyiratkan bahwa Jepang sudah tidak yakin lagi
dengan statusnya sebagai anggota dari TPP. Akan tetapi, setelah
melewati berbagai diskusi, anggapan Abe mengenai TPP yang
tidak berarti tanpa Amerika Serikat kemudian mengalami
perubahan.

Walaupun Amerika Serikat keluar dari TPP, Jepang
memutuskan untuk tetap bertahan karena Jepang masih
membutuhkan TPP. TPP digunakan sebagai salah satu strategi
untuk memajukan perekonomian Jepang. Jepang menganggap
bahwa ekspor dan investasi yang dijanjikan oleh TPP sebagai
pendorong utama pertumbuhan jangka panjang Jepang. TPP
bukan hanya kesepakatan ekonomi tapi sebuah pencapaian
strategis oleh Jepang dan Amerika Serikat untuk menempatkan
diri mereka di garis depan sebagai pembuat peraturan regional



mengenai perdagangan (Jackman, 2017). Selain itu, dalam TPP
Amerika Serikat bukanlah satu-satunya kekuatan hegemoni
lagi.

Jepang kemudian berinisiatif untuk menghidupkan kembali
pakta TPP dengan 10 anggota yang masih ada (Mulgan A. G.,
2017). Jepang paling banyak menjadi tuan rumah pada saat
mengadakan pertemuan dalam membahas keberlangsungan
TPP di antara para negara anggota yang tersisa (Reynolds &
Tweed, 2018). Tindakan Jepang Vyang berinisiatif
menghidupkan TPP kembali ini mengindikasikan bahwa
Jepang memiliki keinginan untuk memimpin pembuatan
kebijakan dalam perdagangan di kawasan Asia Pasifik setelah
Amerika Serikat keluar dari perjanjian TPP (Mulgan A. G.,
2017).

Perubahan cara pandang Jepang terhadap TPP setelah
Amerika Serikat keluar dari keanggotaan dan mempertahankan
keanggotaannya dalam TPP bahkan mengambil inisiatif untuk
mengajak negara anggota lainnya untuk tetap mempertahankan
adanya TPP membuat penulis merasa tertarik untuk
menganalisa faktor-faktor yang memengaruhi Jepang tetap
mempertahankan keanggotaannya di TPP pasca Amerika
Serikat keluar dari keanggotaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas,
maka penulis akan menganalisis tentang “Mengapa Jepang
tetap bertahan di TPP pasca Amerika Serikat keluar dari
keanggotaan?”

C. Kerangka Teori

Sebuah negara pasti akan mengalami situasi dimana negara
tersebut harus membuat kebijakan baik itu kebijakan dalam
negeri maupun kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri
merupakan sebuah action theory, vyaitu perilaku atau
kebijaksaan suatu negara yang ditujukan terhadap negara lain
dengan maksud untuk mencapai suatu kepentingan nasional
negara tersebut. Secara umum, politik luar negeri adalah suatu
perangkat yang menggabungkan nilai, sikap, arah, serta sasaran
untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan



kepentingan nasional di dalam dunia internasional. Menurut
Henry Kissinger, studi politik luar negeri merupakan pertemuan
antara aspek dalam negeri (internal) suatu negara dan aspek
internasional (eksternal) dari kehidupan suatu negara (Permita
& Yani, 2005, hal. 47-49).

Kebijakakan luar negeri suatu negara biasanya merupakan
hasil dari pertimbangan-pertimbangan terhadap alternatif
terbaik diantara aternatif yang lain ketika suatu negara
dihadapkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan
hubungannya terhadap negara lain. Proses pembuatan
kebijakan ini biasanya dilakukan oleh aktor-aktor yang
berkaitan dengan masalah tersebut. Dalam tulisan ini, untuk
menjelaskan tentang kebijakan Jepang bertahan di TPP, penulis
menggunakan pendekatan Teori Pembuatan Kebijakan Luar
Negeri menurut William D. Coplin. Teori ini akan menjelaskan
serangkain proses dalam merumuskan keputusan luar negeri
beserta faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan
kebijakan luar negeri tersebut.

William D. Coplin menjelaskan bahwa teori Pembuatan
Keputusan Luar Negeri dibuat berdasarkan dari pertimbangan-
pertimbangan tertentu. Selanjutnya, pertimbangan tersebut
akan menghasilkan alternatif-alternatif dan kemudian alternatif
yang dipilih akan menjadi keputusan atau kebijakan. Menurut
William D. Coplin, kebijakan luar negeri yang dihasilkan oleh
suatu negara merupakan hasil dari tiga pertimbangan. Ketiga
pertimbangan inilah yang memengaruhi para pembuat
keputusan luar negeri. Ketiga pertimbangan tersebut adalah
kondisi politik dalam negeri, kapabilitas ekonomi dan militer,
serta konteks internasional (Coplin & Marbun, 2003, hal. 30).

1. Kondisi Politik Dalam Negeri

Kondisi politik dalam negeri berpengaruh terhadap proses
pembuatan kebijakan luar negeri karena kebijakan luar negeri
ini merupakan hasil dari aktivitas aktor politik yang terjadi di
dalam negeri. Para aktor dalam negeri tersebut kemudian
saling Dberinteraksi dan berupaya untuk memberikan
pengaruhnya dalam proses perumusan kebijakan luar negeri
atau dalam istilah Coplin disebut dengan policy influencer.



Policy influencer memiliki hak untuk memberikan
dukungan ataupun masukan kepada para pembuat kebijakan
agar nantinya kebijakan yang dibuat dapat diterima oleh
semua pihak. Masukan yang diberikan oleh policy influencer
dapat berupa kritik dan saran kepada para pembuat kebijakan
agar kebijakan yang dibuat bisa dilaksakan dengan maksimal.
Rezim yang mengatur negara tentunya sangat memerlukan
adanya dukungan dari para policy influencer ini karena
keberadaan policy influencer dapat membantu rezim untuk
memperkuat legitimasinya serta dapat membantu rezim dalam
memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tepat sasaran dan
efektif untuk diterapkan. William D. Coplin kemudian
membagi policy influencer menjadi empat macam (Coplin,
1992, hal. 82-91), yaitu :

a. Bureucratic influencer, terdiri dari individu maupun
kelompok-kelompok yang terlibat dalam lembaga
pemerintahan. Individu dan kelompok ini bertugas
membantu para pengambil keputusan dalam merumuskan
kebijakan. Anggota birokrasi biasanya lebih mudah
memberikan pengaruh karena memiliki akses langsung
dalam proses perumusan kebijakan. Anggota birokrasi ini
memberikan  pengaruhnya berupa menyampaikan
informasi-informasi kepada para pembuat keputusan pada
tahap perumusan dan memberikan bantuan administratif
pada saat pelaksanaan.

b. Partisan Influencer, terdiri dari kelompok-kelompok
yang bertujuan untuk menyampaikan tuntutan masyarakat
kepada politisi. Cara mereka dalam memberikan
pengaruh adalah dengan menekan penguasa dan
menyediakan orang-orang yang bisa memberikan
pengaruhnya pada saat pengambilan keputusan.

c. Interest Influencer, terdiri dari sekelompok individu yang
bergabung dalam suatu komunitas atas dasar kesamaan
kepentingan. Mereka akan memberikan pengaruh berupa
kampanye yang ditujukan tidak hanya kepada anggota
birokrasi namun juga kepada partisan influencer.

d. Mass Influencer, merupakan pengaruh yang terwujud
dalam opini-opini publik. Opini-opini publik ini dibentuk



oleh media massa dan para pemimpin suatu komunitas
yang berpengaruh. Para pembuat keputusan akan
menggunakan opini publik untuk merasionalisasikan
kebijakan luar negeri.

Jepang merupakan negara yang menganut sistem
pemerintahan parlementer dengan kepala negara adalah seorang
kaisar dan kepala pemerintah adalah seorang Perdana Menteri.
Perdana Menteri memiliki hak prerogatif yang luas. Perdana
Menteri Jepang bertindak sebagai aktor pembuat kebijakan
yang unggul daripada anggota legislatif yang lain. Sebagai
presiden dari partai yang berkuasa, Perdana Menteri Jepang
memiliki mayoritas anggota parlemen dalam Diet dan mereka
berada dibawah kendali perdana menteri (Zakowski, 2017, hal.
75).

Saat ini, kepala pemerintahan Jepang dipegang oleh
Shinzo Abe yang berasal dari Partai Demokratik Liberal
(Liberal Democratic Party). Partai ini merupakan partai politik
yang dideskripsikan sebagai partai konservatif. LDP berfokus
pada penyediaan lingkungan yang menguntungkan untuk
kegiatan bisnis, mendukung pajak rendah, dan mendukung
pengembangan industri Jepang (Christensen, 2015). Selain itu,
LDP juga cenderung mendukung kebijakan-kebijakan ekonomi
neo-liberal sehingga lebih reaktif kepada kebijakan yang
bertujuan untuk membangun perekonomian nasional. Oleh
karena itu, partai LDP dapat dikatakan sebagai aktor kuat dalam
memberikan pengaruh terhadap kebijakan Jepang yang erat
kaitannya dengan kepentingan bisnis mengingat partai ini
cenderung reaktif dalam kebijakan yang bertujuan untuk
membangun pekonomian Jepang.

Dalam proses pembuatan kebijakan mempertahankan
keanggotaan Jepang di TPP ini, Shinzo Abe sebagai kepala
pemerintahan didesak oleh para pihak domestik Jepang
(Mulgan A. G., 2017) seperti pihak LDP (Liberal Democratic
Party). LDP mendesak agar Abe segera mengamankan
perjanjian TPP. Hal ini dikarenakan LDP merupakan partai
yang mendukung penuh partisipasi Jepang di TPP sedari awal
(Party, 2013).
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Aktor yang berpengaruh selain dari partai politik adalah
kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan yang
berpengaruh dalam kegiatan ekonomi bisnis di Jepang salah
satunya adalah Japan Business Federation. Japan Business
Federation sendiri merupakan organisasi ekonomi yang paling
kuat dalam hal melobi bisnis dan bahkan disebut-sebut sebagai
perdana menteri dalam dunia bisnis. Ketika periode pasca
perang, Japan Business Federation merupakan pendukung kuat
Partai Demokratik Liberal (Liberal Democratic Party) dan juga
mewakili sebagian besar suara bisnis di Jepang (Daimon, 2009).
Dalam kaitannya dengan kebijakan Jepang untuk
memertahankan keanggotaanya di TPP, Shinzo Abe juga
mendapat desakan dari organisasi ekonomi yang ada di Jepang
meliputi  Japan Business Federation untuk segera
merealisasikan perjanjian TPP (Mulgan A. G., 2017).

2. Kemampuan Ekonomi dan Militer

Ekonomi dan militer merupakan dua bidang yang saling
memengaruhi satu sama lain. Ketika kondisi militer sebuah
negara meningkat, maka akan meningkatkan kemakmuran
(Coplin & Marbun, 2003, hal. 112). Keadaan militer yang
kuat akan membuat negara merasa aman sehingga negara akan
merasa aman dan nyaman dalam melakukan kegiatan
perekonomian. Begitu pun sebaliknya, apabila ekonomi kuat
maka militer juga akan meningkat. Hal ini disebabkan karena
apabila sebuah negara memiliki tingkat perekonomian tinggi
maka negara akan lebih mudah membeli persenjataan demi
mendukung kekuatan militer. Dengan kemampuan ekonomi
dan militer yang kuat, maka negara tertentu akan lebih aktif
berperan dalam dunia politik internasional (Coplin & Marbun,
2003, hal. 124).

Kemampuan ekonomi dan militer sebuah negara dapat
memengaruhi posisi tawar (bargaining position) di mata
negara lain. Ketika sebuah negara dipandang kuat oleh negara
lain, maka negara lain cenderung akan menentukan sikap
terhadap kebijakan luar negeri yang dibuat oleh negara
tersebut. Kekuatan ekonomi dan militer merupakan dua unsur
penting yang memengaruhi kemampuan negara dalam
memberikan pengaruh terhadap negara lain. Ekonomi dan
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militer merupakan salah satu dari kapabilitas yang dibutuhkan
negara untuk mendukung dan menjamin terwujudnya
kepentingan nasional (Winarno, 2011).

Pasca kekalahan Jepang pada Perang Dunia Il, Jepang
memutuskan untuk mengubah arah kebijakan luar negeri
mereka dari militer menjadi ekonomi. Perubahan ini didasari
atas kondisi perekonomian Jepang yang hancur akibat kalah
perang sehingga Jepang lebih memilih untuk mengembalikan
perekonomiannya (Purbantina, 2015, hal. 39). Perekonomian
Jepang setelah era pasca Perang Dunia Il mengalami
peningkatan yang dinamis. Jepang berhutang kepada AS
untuk menumbuhkan perekonomiannya. Adanya
demokratisasi Jepang, kebijakan anti monopoli, land reform,
dan perubahan di dalam masalah ketenagakerjaan, membuat
ekonomi Jepang menjadi kompetitif dan dinamis. Jepang
kemudian muncul sebagai negara dengan perekonomian yang
stabil (Purbantina, 2015, hal. 43).

Kebijakan Jepang mengedepankan perekonomiannya ini
berlangsung sampai sekarang. Jepang terus berusaha
mempertahankan kekuatan perekonomiannya di kancah
internasional hingga Jepang dapat menjadi negara dengan
kekuatan ekonomi nomor tiga di dunia. Dengan kekuatan
ekonomi yang baik dan cenderung stagnan, Jepang dapat
terlibat aktif dalam dunia politik internasional dan dapat
memberikan pengaruhnya kepada negara-negara lain.

3. Konteks Internasional

Konteks internasional ini dapat diartikan sebagai perilaku
suatu negara terhadap negara lain. Konteks internasional ini
berkaitan dengan geopolitik suatu negara. Apabila suatu
negara mengeluarkan kebjakan, negara lain cenderung
bereaksi terhadap kebijakan yang dibuat oleh negara tersebut.
Hans J. Morgenthau mengatakan bahwa setiap negara
memiliki hubungan tertentu dengan lingkungan internasional
yang ditetapkannya sebagai seperangkat kepentingan nasional
yang objektif (Coplin & Marbun, 2003, hal. 166).
Kepentingan nasional ini dianggap menentukan politik luar
negeri suatu negara. Konteks internasional juga dapat
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digunakan untuk melihat negara mana yang dapat dijadikan
teman dan mana negara yang merupakan lawan.

Setelah Amerika Serikat keluar dari keanggotaan, Jepang
secara otomatis menjadi negara dengan kekuatan ekonomi
terbesar di antara negara anggota yang tersisa. Kondisi ini
kemudian mendorong Jepang untuk mengajak anggota yang
tersisa tetap mempertahankan TPP. Jepang meyakinkan
negara anggota bahwa TPP masih bisa menguntungkan bagi
perekonomian mereka. Di sisi lain, Perdana Menteri Shinzo
Abe melihat pakta perdagangan regional ini sebagai peluang
signifikan bagi Jepang untuk meliberalisasi sektor-sektor
utama dan mempromosikan perdagangan lintas batas dan arus
investasi yang lebih besar (Laudicina, 2018).

Selain itu, keputusan Amerika Serikat keluar dari TPP
juga membuat Jepang memiliki keinginan untuk menguasai
perdagangan di wilayah Asia-Pasifik. Tawaran Amerika
Serikat untuk melakukan perjanjian bilateral perdagangan
bebas pun masih dipertimbangkan oleh Jepang karena Jepang
berkeinginan kuat untuk menghidupkan kembali TPP
(Horiuchi, 2017). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa
Jepang ingin memimpin dalam perjanjian perdagangan bebas
di kawasan Asia-Pasifik dengan maksud untuk mendukung
kepentingan Jepang dalam meningkatkan perekonomiannya.

D. Argumen Penelitian

Berdasarkan keterangan dari kerangka dasar teori dan
aplikasinya, maka penulis mengambil argumen penelitian
bahwa Jepang tetap bertahan di TPP pasca Amerika Serikat
keluar dari keangotaan karena pertimbangan kondisi politik
dalam negeri dan konteks internasional.

Pertama, adanya dorongan dari Partai Demokratik Liberal
(Liberal Democratic Party) untuk tetap mempertahankan
keanggotaan di TPP karena TPP merupakan salah satu strategi
untuk memajukan perekonomian Jepang dan dorongan dari
Japan Business Federation karena TPP digunakan untuk
memenuhi kepentingan bisnis mereka.

Kedua, dengan keluarnya Amerika Serikat dari
keanggotaan TPP, Jepang justru akan menjadi negara dengan
kekuatan ekonomi terbesar di TPP.
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E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui awal mula keikutsertaan Jepang
dalam TPP dan keuntungan TPP bagi Jepang.

2. Untuk mengetahui faktor internal maupun eksternal
yang memengaruhi bertahannya Jepang di TPP pasca
Amerika Serikat keluar dari keanggotaan.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif sendiri yaitu sebuah tipe penelitian

dimana model analisanya tidak menggunakan data-data

kuantum. Penelitian ini didasarkan pada data kualitatif
yang menunjukkan kualitas mutu dari suatu fenomena.

Penelitian  kualitatif ~bertujuan untuk menemukan

kebenaran yang dibetengi dengan data objektif yang cukup

dalam rangka mengungkap suatu permasalahan yang
diketahui.

2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis

dalam penelitian ini berupa tinjauan pustaka dengan

menumpulkan data-data sekunder yang bersumber dari
buku-buku, sejumlah informasi lainnya seperti artikel,
laporan, jurnal, internet, dan sejumlah referensi lainnya
menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan
yang sedang diteliti.
G. Jangkauan Penelitian
Penulis membatasi dalam skripsi ini dari tahun 2013 ketika
Jepang bergabung dalam TPP sampai dengan tahun 2018 ketika
terbentuknya perjanjian TPP yang baru yaitu CPTPP.
H. Sistematika Penulisan
Skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab | adalah pendahuluan
yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah,
landasan teori, hipotesis, tujuan penelitian, jangkauan
penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab Il berisi tentang TPP, keluarnya Amerika Serikat, dan

bertahannya Jepang.. Bab ini menjelaskan mengenai sejarah
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terbentuknya TPP, keikutsertaan Amerika Serikat dan Jepang
dalam TPP, keluarnya Amerika Serikat dari TPP, dan
bertahannya Jepang dalam TPP.

Bab 1l berisi tentang faktor internal yang memengaruhi
bertahannya Jepang di TPP. Bab ini menjelaskan mengenai
alasan mengapa Jepang bertahan di TPP dengan pertimbangan
kondisi politik domestik.

Bab IV berisi tentang faktor eksternal yang memengaruhi
bertahanya Jepang di TPP. Bab ini menjelaskan mengenai
alasan mengapa Jepang bertahan di TPP dengan pertimbangan
konteks internasional.

Bab V adalah kesimpulan.



